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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
1. Tanggung jawab syahbandar dalam mencegah kecelakaan antar pulau terdapat 
sewaktu kapal masuk ke pelabuhan, kapal akan keluar pelabuhan dan pada saat kapal 
beroperasi untuk melakukan pengangkutan laut. Pada saat kapal akan memasuki 
pelabuhan maka nakhoda kapal wajib memberitahukan kedatangan kapalnya di 
pelabuhan serta menyerahkan surat, dokumen, dan warta kapal kepada syahbandar 
untuk dilakukan pemeriksaan dan apabila kapal akan hendak berlayar maka 
syahbandar akan memberikan surat persetujuan  berlayar kepada nakhoda beserta 
surat, dokumen dan warta kapal yang disimpan diserahkan kembali berdasarkan 
Pasal 213 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pemeriksaan 
dokumen  kapal dilakukan secara manual dan dapat dilakukan melalui layanan 
internet (online) menggunakan alamat domain http://inaportnet.dephub.go.id. 
Apabila Nakhoda tetap berlayar padahal telah mengetahui bahwa kapal tersebut tidak 
laik laut maka sebagaimana dalam Pasal 302 UU Nomor 17 Tahun 2008 terancam 
pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp.400.000.000,00 
(empat ratus juta rupiah). Syahbandar dapat menunda keberangkatan pelayaran 
karena tidak memenuhi kelaiklautan kapal ataupun karena cuaca hal tersebut diatur 
tegas dalam Pasal 219 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Dalam 
hal terjadi kecelakaan dalam pengangkutan laut, Syahbandar dalam melaksanakan 
fungsi keselamatan membantu pelaksanan pencarian dan penyelamatan (Search and 
Resque/SAR) dan membuat pemeriksaan pendahuluan atas dasar laporan kecelakaan 
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kapal kemudian akan diserahkan kepada  Direktur Jenderal perhubungan laut 
selambat-lambatnya 1x24 jam dengan tembusan kepada Mahkamah Pelayaran untuk 
dilakukan pemeriksaan lanjutan. Syahbandar diharapakan untuk teliti dalam 
melakukan pemeriksaan dokumen untuk menghindari hal-hal yang diinginkan 
mengingat indonesia merupakan Negara kepulauan bahwa  kapal merupakan salah 
satu transportasi yang sangat intim untuk kepentingan umum. 
 
2. Kapal yang laik laut untuk melakukan pengangkutan harus berada dalam keadaan 
yang memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku untuk mendapatkan surat 
persetujuan berlayar dari syahbandar meliputi keselamatan kapal, pencegahan 
pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahtraan 
awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan 
dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk 
berlayar di perairan tertentu. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal, maka 
setiap kapal harus memenuhi seluruh peraturan yang berlaku mengenai keselamatan 
berdasarkan ketentuan nasional maupun Konvensi Internasional yang telah 
diratifikasi oleh Indonesia. Syahbandar dapat menunda keberangkatan pelayaran 
karena tidak memenuhi kelaiklautan kapal ataupun karena cuaca hal tersebut diatur 
tegas dalam Pasal 219 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Pejabat 
pemerintahan yang berada dipelabuhan diharapkan mampu bekerja sama dengan 
baik untuk pemeriksaan kelaiklautan kapal agar mencegah terjadinya hal-hal yang 
tidak diinginkan. 
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B. SARAN 
 
1. Pejabat pemerintah yang berada dalam pelabuhan selaku pengawas dan pemberi 
izin sebuah kapal untuk berlayar dan dianggap laik laut, pemerintah harus tegas dan 
siaga dalam melakukan pengawasan dan lebih teliti dalam memberikan izin. 
Terhadap nahkoda kapal diharapkan professional dan proporsional dalam 
mengoperasikan kapal dan memahami tentang aturan aturan yang berlaku. Dan 
dibentuknya peraturan mengenai sanksi terhadap syahbandar apabila lalai dalam 
melakukan tugas, fungsi dan wewenangnya di pelabuhan mengingat syahbandar 
merupakan organ inti di pelabuhan. 
2. Perusahaan pengangkutan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan 
oleh Pemerintah melalui regulasi nasional maupun sesuai dengan yang telah 
diratifikasi oleh Indonesia. Perusahaan pengangkutan juga memberikan fasilitas 
dengan teknologi mumpuni untuk mencegah faktor faktor eksternal yang dapat 
membahayakan kapal itu sendiri. Kemudian harus ada kolaborasi antara pengguna 
jasa (massyarakat), perusahaan pengangkutan dan pemerintah.  
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